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DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili
perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah
menjatuhkan putusan cerai talak antara :

PEMOHON, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan
Karyawan Swasta, tempat tinggal di KABUPATEN
TANGERANG, PROVINSI BANTEN;, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan
XXXXXXXX — XXXXXX, tempat tinggal di KABUPATEN
TANGERANG, PROVINSI BANTEN;, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan nya
tertanggal 11 Januari 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan
Agama Tigaraksa pada hari itu juga dengan register perkara Nomor
#0001#, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

TENTANG PERMASALAHANNYA
Bahwa, Pemohon adalah suami sah dari Termohon yang telah
melangsungkan pernikahan pada hari Sabtu tanggal 20 Oktober 2012
di hadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama XXXXXXXXX

XXXxxXxxX, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, sebagaimana
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tertulis dalam Duplikat Buku Nikah Nomor: xxxxxxxxxxxxxtertanggal 12
Desember 2022;

Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup berumah
tangga terakhir tinggal bersama di kediaman orang tua Termohon yang
beralamat KABUPATEN TANGERANG, PROVINSI BANTEN;

Bahwa, selama hidup berumah tangga antara Pemohon dan
Termohon telah berhubungan selayaknya suami istri dan telah
dikaruniai 1 (satu) orang anak Bernama: ANAK 1, Perempuan, lahir
di Tangerang, 16 Oktober 2013;

Bahwa, semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun

dan harmonis namun kurang lebih sejak Juli tahun 2018 rumah tangga

mulai dirasakan goyah disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:
Termohon tidak patuh terhadap Pemohon, Contohnya tidak mau

ikut tinggal sama Pemohon;

Termohon pernah melakukan KDRT terhadap Pemohon, Seperti

memukul dan Mencakar terhadap Pemohon;

Bahwa, puncak permasalahan rumah tangga tersebut terjadi pada
bulan Agustus tahun 2018, antara Pemohon dan Termohon telah pisah

rumah dan sudah tidak ada hubungan layaknya suami istri lagi;

Bahwa, rumah tangga tersebut sudah dirasa sulit untuk dibina kembali
menjadi suatu rumah tangga yang baik dan harmonis, sehingga tujuan
perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang Sakinah,
mawaddah, wa rohmah sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi
Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam sudah
tidak mungkin tercapai lagi, dan sangat beralasan apabila
Permohonan Cerai Talak ini dikabulkan;
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Bahwa terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon mohon agar
Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa cq. Majelis Hakim segera
memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan
putusan yang amarnya berbunyi:

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan
ini Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa
Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk
menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

Primer:
Mengabulkan permohonan Pemohon (PEMOHON);
Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan
talak satu raj'l dan mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon
(TERMOHON);
Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon untuk menjatuhkan

putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon
datang menghadap di persidangan, sedang Termohon tidak pernah hadir
dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya,
meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, berdasarkan
relaas panggilan tanggal ............ dan tanggal ............, sedang tidak
ternyata ketidakhadirannnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang
sah, sehingga Termohon tidak dapat didengar keterangannya dan
persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Termohon;
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Bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan maka
mediasi tidak dapat dilaksanakan akan tetapi Majelis Hakim telah
berusaha menasehati Pemohon agar bersabar dan mengurungkan
niatnya untuk bercerai dengan Termohon, namun tidak berhasil,
selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon, yang isinya tetap
dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah
mengajukan alat bukti berupa :
A. Bukti Surat.

B. Bukti Saksi.
1. sepupu
2. SAKSI 1, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan

swasta, tempat tinggal di Kp. Xxxxxx RT 008 RW 001, Desa
XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, XXXXXXXXX —XXXXXXXXX, XXXXXXXX
XXXXXXX, sesuai identitas yang diperlihatkan kepada Majelis Hakim
di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ............. Pemohon;

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon yang bernama
TERMOHON;

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami
isteri;

- Bahwa sepengatahuan saksi, Pemohon dan Termohon
menikah pada tanggal 20 Oktober 2012;

- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dan Termohon hidup
berumah tangga terakhir di alamat Pemohon saat ini;

- Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah
dikaruniai 1 (satu) orang anak;

- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan
Termohon rukun dan harmonis namun sejak bulan Juli tahun 2018
rumah tangganya mulai tidak harmonis dan tidak rukun, karena
sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
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- Bahwa saksi pernah / tidak pernah melihat pertengkaran
antara Pemohon dan Termohon, juga / hanya mengetahui dari
pengaduan Pemohon bahwa rumah tangganya sering terjadi
perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

- Bahwa sepengetahuan saksi, yang menjadi penyebab
pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon karena Termohon
tidak patuh terhadap Pemohon, Contohnya tidak mau ikut tinggal
dengan Pemohon dan Termohon pernah melakukan KDRT
terhadap Pemohon, Seperti memukul dan Mencakar terhadap
Pemohon;

- Bahwa tidak;

- Bahwa tidak, Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah
sejak bulan Agustus tahun 2018;

- Bahwa sepengetahuan saksi, yang meninggalkan tempat
kediaman bersama ialah Pemohon / Termohon;

- Bahwa saksi sebagai .............. Pemohon sudah cukup
menasehati Pemohon dan Termohon untuk bersabar dan tetap
rukun dalam membina rumah tangga, tetapi tidak berhasil;

- Bahwa sepengetahuan saksi, keluarga Pemohon dan
Termohon telah mengupayakan perdamaian antara Pemohon
dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

- Bahwa tidak, saksi sudah tidak sanggup lagi untuk
merukunkan Pemohon dengan Termohon;

- Bahwa tidak, sudah cukup;

3. keponakan

4, SAKSI 2, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan
swasta, tempat tinggal di KABUPATEN TANGERANG, PROPINSI
BANTEN;, sesuai identitas yang diperlihatkan kepada Majelis
Hakim di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai
berikut:

- Bahwa saksi adalah ............. Pemohon;
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- Bahwa saksi kenal dengan Termohon yang bernama TERMOHON;

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri;

- Bahwa sepengatahuan saksi, Pemohon dan Termohon menikah
pada tanggal 20 Oktober 2012;

- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dan Termohon hidup
berumah tangga terakhir di alamat Pemohon saat ini;

- Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1
(satu) orang anak;

- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun
dan harmonis namun sejak bulan Juli tahun 2018 rumah tangganya
mulai tidak harmonis dan tidak rukun, karena sering terjadi
perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa saksi pernah / tidak pernah melihat pertengkaran antara
Pemohon dan Termohon, juga / hanya mengetahui dari pengaduan
Pemohon bahwa rumah tangganya sering terjadi perselisihan dan
pertengkaran yang terus menerus;

- Bahwa sepengetahuan saksi, yang menjadi penyebab
pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon karena Termohon
tidak patuh terhadap Pemohon, Contohnya tidak mau ikut tinggal
dengan Pemohon dan Termohon pernah melakukan KDRT
terhadap Pemohon, Seperti memukul dan Mencakar terhadap
Pemohon;

- Bahwa tidak;

- Bahwa tidak, Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak
bulan Agustus tahun 2018;

- Bahwa sepengetahuan saksi, yang meninggalkan tempat kediaman
bersama ialah Pemohon / Termohon;

- Bahwa saksi sebagai .............. Pemohon sudah cukup menasehati
Pemohon dan Termohon untuk bersabar dan tetap rukun dalam

membina rumah tangga, tetapi tidak berhasil;
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- Bahwa sepengetahuan saksi, keluarga Pemohon dan Termohon
telah mengupayakan perdamaian antara Pemohon dengan
Termohon, tetapi tidak berhasil;

- Bahwa tidak, saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan
Pemohon dengan Termohon;

- Bahwa tidak, sudah cukup;

Bahwa selanjutnya Pemohon memberikan kesimpulan tetap
dengan permohonannya vyaitu bercerai dengan Termohon dan mohon
putusan;

Bahwa mengenai jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan
semuanya telah dicatat dalam berita acara perkara ini, dan Pengadilan
menunjuk berita acara tersebut sebagai bagian tak terpisahkan dari
putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon
adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah
ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan,
sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh
orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dilakukan
pemanggilan secara sah dan patut dan ternyata ketidak hadirannya tidak
dikarenakan oleh suatu sebab yang sah, maka sesuai Pasal 125 ayat (1)
HIR perkara a quo di periksa tanpa kehadiran dan jawabannya;

Menimbang, bahwa upaya untuk mendamaikan tidak dapat
dilakukan karena Termohon tidak datang menghadap sidang, majelis
hakim memberikan nasehat kepada Pemohon agar bersabar dan tidak
berceral, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara a quo adalah cerai talak, diajukan
Pemohon yang dahulu menikah secara Islam dan sekarang para pihak
berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Tigaraksa, maka sesuai
asas personalitas keislaman sebagaimana Pasal 49 ayat (1) secara
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absolut menjadi kewenangan peradilan agama dan sesuai Pasal 66 ayat
(2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua
dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 secara relatif menjadi
kewenangan Pengadilan Agama Tigaraksa;

Menimbang, bahwa yang menjadi permohonan Pemohon pada
pokoknya adalah permohonan cerai talak dengan alasan Pemohon
dengan Termohon adalah sebagai suami isteri, pada awalnya rukun dan
harmonis namun kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran
yang tidak dapat rukun lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 125 ayat (1) HIR, pada
asasnya dalil-dalil permohonan Pemohon telah menjadi fakta tetap/dapat
diterima dengan tidak hadirnya Termohon (verstek), namun demikian
pasal tersebut menegaskan bahwa putusan verstek hanya dapat
diterapkan, jika dalil-dalil itu tidak melawan hak dan beralasan, sedangkan
untuk mengetahui dalil-dalil tidak melawan hak dan beralasan diperlukan
pengujian dan penilaian melalui pemeriksaan alat-alat bukti, lagi pula
perkara a quo adalah perkara perceraian yang tidak hanya tunduk pada
ketentuan tersebut, tetapi juga kepada peraturan-peraturan khusus lain
yang mengaturnya;

Menimbang, bahwa Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974 Tentang Perkawinan menegaskan bahwa untuk melakukan
perceraian harus ada cukup alasan antara suami isteri itu tidak akan hidup
rukun sebagai suami isteri, atau sesuai Pasal 22 ayat (2) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 bahwa perceraian dapat dikabulkan
apabila telah cukup alasan bagi pengadilan mengenai sebab-sebab
perselisihan dan pertengkaran tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut,
pemeriksaan perceraian tidak hanya sebatas memeriksa ketidak hadiran
Termohon saja, melainkan pemeriksaan itu harus didasarkan pada alasan
yang dijelaskan oleh peraturan perundang-undangan yang secara khusus
mengatur tentang perceraian, sedangkan alasan / alasan-alasan itu baru
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dapat dipertimbangkan jika telah dibuktikan, oleh karenanya majelis hakim

memandang perlu memeriksa alat-alat bukti, hal ini sejalan dengan kaidah

figh yang terdapat dalam kitab : Al Anwar, Juz Il, halaman 55 yang
berbunyi :

aindl ailiil Sl> aneol Sloisl jiminjimi Olo

Artinya @ “Apabila Tergugat membangkang atau bersembunyi atau

ghaib maka boleh memutuskan perkaranya dengan bukti”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa alat-alat bukti

yang diajukan oleh Pemohon berupa bukti surat yang diberi kode P.1,

dan P.2, serta 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama : ............

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Kartu
Tanda Penduduk atas nama Pemohon, telah cocok dengan aslinya dan
bermeterai cukup, maka sesuai dengan Pasal 1888 KUH Perdata dan
Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang bea
meterai, bernilai sebagai alat bukti, oleh karenanya dinyatakan terbukti
bahwa Pemohon sebagai subjek hukum memiliki hak dan kualitas (legal
standing) untuk mengajukan gugatan a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan
Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, telah sesuai dengan
aslinya dan bermeterai cukup, maka sesuai Pasal 1888 KUH Perdata dan
Pasal 2 ayat (3) tahun 1985 tentang Bea Meterai bernilai sebagai alat
bukti, bukti tersebut isinya menerangkan hubungan hukum perkawinan
antara Pemohon dan Termohon, maka terlebih dahulu harus dinyatakan
terbukti antara Pemohon dengan Termohon memiliki hubungan hukum
terikat perkawinan yang sah, oleh karenanya gugatan perceraian telah
memiliki dasar hukum;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan dipersidangan, terdiri dari
saksi-saksi yang telah dewasa, telah diperiksa seorang demi seorang dan
bukan orang-orang yang dilarang menjadi saksi sebagaimana Pasal 145
ayat (1) angka 3e dan 4e HIR jo Pasal 1907 KUH Perdata, maka sesuai
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Pasal 144 ayat (1) HIR, saksi-saksi tersebut secara formil dapat didengar
keterangannya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang disampaikan di
depan sidang tersebut adalah fakta atau peristiwa yang dilihat atau
didengar sendiri sebagaimana Pasal 171 ayat (1) HIR dan bukan
pendapat atau kesimpulan pribadi sebagaimana Pasal 171 ayat (2) HIR,
oleh karenannya secara materiil dapat dipertimbangkan sebagai dalil
pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, serta keterangan
para saksi terbukti fakta kejadian sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah yang
telah menikah pada tanggal ............. ;

- Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon
telah/belum dikaruniai ............. anak;

- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun
dan harmonis, namun sejak sekitar .........e... tidak rukun sering terjadi
perselisihan dan pertengkaran ;

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon
dengan Termohon tersebut karena ............. ;

- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara
Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah/tempat tinggal sejak
............. atau selama lebih kurang ............. sampai dengan
sekarang;

- Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan dan
menasehati para pihak, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka
Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan
Termohon benar-benar sudah tidak harmonis, dan sudah tidak mungkin
lagi untuk dirukunkan dalam suatu rumah tangga karena pertengkaran
demi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon telah terjadi
sedemikian rupa dan terus menerus yang kemudian berujung dengan

pisah rumah/tempat tinggal sejak ........eeeus atau selama lebih kurang
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............. sampai dengan sekarang, Termohon pergi meninggalkan

Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut apabila rumah
tangga yang semacam ini tetap dipertahankan maka dikhawatirkan akan
menimbulkan mudarat yang lebih besar sehingga tidak dapat mewujudkan
tujuan luhur perkawinan yaitu untuk membentuk rumah tangga yang
bahagia, tenteram, kekal, dan damai (sakinah mawaddah wa rahmah)
sebagaimana dikehendaki oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974 jo. pasal 2 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta Al-Qur'an
surah Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut:

Artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan
untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung
dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu
rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-
benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma
hukum Islam yang terkandung dalam :

1. Al- Quran Surat al-Bagarah ayat 227 :

prle grow alll Olo GMall lgo e 0ls

Artinya : "Apabila mereka berazam (bertetap hati) untuk thalak, maka

sesunguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha
Mengetahui®;

2. Kitab al-Figh al-Islamy wa adilatuh, juz 7, halaman 527, yang diambil

alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi :

U,o)LuJI,&)lm.llqls—d,jJ,suq,l‘po_aR_,)ua

Vg e

Artinya : “Perceraian diperbolehkan apabila disebabkan perselisihan
yang terus menerus ataupun disebabkan kemadharatan

untuk mencegah pertikaian agar jangan sampai
kehidupan suami-istri  menjadi neraka dan bencana, hal
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ini berdasarkan sabda Rasulullah saw.: Tidak ada

kemadharatan dan tidak boleh melakukan kemadharatan;

3. Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fi al- Thalaaq, juz I, halaman 83,
yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi :

sl o lasas ga> GMall pllas MVl L] 284

Quoi cau>g glho Vg gill lgad iy ans plg ezl

olizo L aiwVl OV o) »2£ Yo 8900 Tl dlas I

ol L Iang xgoll pauwll Guzg il a5l (e oS ol

allosdl

Artinya : “Islam memilih lembaga thalaq / cerai ketika rumah tangga
sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak
bermanfaat lagi nasehat / perdamaian, dan hubungan
suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan
perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri
dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya
yang bertentangan dengan semangat keadilan”;

4. Kitab Al Mar'ah bain al-Figh wa al-Qanun, halaman 100, yang
diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi ;

Lolas glidlg lisull go prtinuiV ar>g il slaxdl olo

»—3Yg paSol g 3VoVl iz &l o po W5 9

el e Clusl oS lages puatlio pu gloiz] 9

ad Madl (ngiis Ol Ja—zdl o aild Lgoligl LS Lulas

2>le JSI sa—gs alll Jnd az oIl pa3d pur anzg,ll
seiwYl 5 ain lalall ane 2z ailead 551 1S i Logio

Artinya :“Sesungguhnya kehidupan suami isteri tidak akan tegak

dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu
justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap
pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan

tidak ada kebaikannya mengumpulkan tiga orang yang
saling membenci. Kadang-kadang apapun sebab-sebab
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timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau
patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang
lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan
antara dua orang suami isteri ini. Mudah-mudahan
(sesudah itu) Allah menyediakan bagi mereka pasangan
lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru
itu diperoleh ketenangan dan kedamaian”;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi
ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo.
Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal
116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan
tersebut di atas, maka permohonan Pemohon a quo telah beralasan dan
tidak melawan hukum, maka permohonan Pemohon patut untuk
dikabulkan dengan verstek dengan memberi izin kepada Pemohon untuk
menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon di depan siding Pengadilan
Agama Tigaraksa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap (incracht
van gewijsde);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan
kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan

hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI
1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut
untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan Verstek;
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3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak
satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan
Agama Tigaraksa;

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara

sejumlah Rp. 625.000,- ( enam ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan
majelis hakim Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Rabu tanggal 01
Februari 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Rajab 1444 Hijriyah,
oleh kami Drs. Rahmat, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis serta Drs.
Akhmadi, M.Sy dan #0014#, sebagai hakim-hakim anggota serta
diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka
untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim anggota tersebut serta
Muhammad Affan Gofar, S.H., M.H., sebagai panitera pengganti dan
dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya #0047#;

Ketua Majelis,

Drs. Rahmat, S.H., M.H.

Hakim Anggota, Hakim Anggota,

Drs. Akhmadi, M.Sy Dra.
Hj. Wadi Dasmi, M.Ag

Panitera Pengganti

Muhammad Affan Gofar, S.H., M.H.
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Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran ......................... Rp 30.000,00
2. BiayaProses ..........ccocoiiiiiiiininnnn. Rp 75.000,00
3. Biaya Panggilan ........................... Rp 480.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan .................. Rp 20.000,00

5. BiayaRedaksi .............coceviiinnnnn. Rp 10.000,00
6. Biaya Meterai ..........cccooeeiiiien wonnn. Rp 10.000,00

Jumlah ... Rp 625.000,00

(enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) ;
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